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WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA

KECAMATAN RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA

NOMOR : 140 /14/SIKS-NG/WN-STU/I/2023

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Memmmbang

Mengingat

NEXT GENERATION (SIKS - NG
NAGARI BUNGAI TUNU UTARA
KECAMATAN RANAH PESISIR

TAHUN 2023

WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA,

a. bahwa untuk melakukan verfikazi dan walidasi data

kesejahtaeraan social melalui aplikasi Sistem  Informasi
Kesejahteraan Sosial Next Generation (STKS-NG),maka perlu

penetapan Operator SIKS-NG Nagari Sungai Tunu Utara
Recamata Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimans maksud
dalam huruf a, maka perla penetapan Operator SIKS-NG
dengan Keputusan Wali Nagari Bungai Tunu Utara
Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Belatan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Dacrah Otonom  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Daecrah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) Jis
Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 19537 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomar 77] Ja
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 ({Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1642);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 itentang



KesejahteraanSosial (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 13  Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Repubbk
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 (entang Badan
Penycelenggara Jaminan Sosial [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 201! Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Neguara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
5405);

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubshan Kedua atas
Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014  (enlang
Pemerintahan Dasrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan BSosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor S5294);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 ienlang
Penenma Bantuan Iuran Jamimnan Kesehatan ([Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2372) sebapmimana telah diubabh dengan Peraluran
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 fentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Keschatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226,
Tambahan  Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
5746}



10. Peraturan  Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentane
Pelaksanaan Upava Penanganan Fakir Miskin melalui
Pendekatan Wilayah (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraluran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tamnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa lali
diubah terakhit dengan Peraturan Pemnerintah Nomar 11 Tahun
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

12, Feraturan Presiden Nomor 82 Tabhun 2018 tentang
Jamimman Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

132, Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kemenlerian Soszial (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) scbagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 20158 tfentang Perubahan
Kedua atas Peraluran Menteri Sosial Nomor20 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Boaial {(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Data Terpadu Kescjahleraan Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732)
scbhagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menleri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20019 Namor 1042);

15, Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 lentang
Persyaratan Dan Tata Cara Perubahan Data Penerima
Bantuan luran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisit Sclatan MNomor B
Tahun 2007 tentang Pemermlahan Nagar, sebagsimans
telah diubah dengan peraturan Daecrah Kabupaten Pesisir



Selatan Nomor 9 Tabun 2010 tentang Pemerintahan Nagari:

17. Peraturan Bupall Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016
tetang Busunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan

Nagari;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU : Menetapkan Saudara/fi -
Narna y VINA AFRILIAS. Pd
Tempat/Tangeal Lahir : Koto Gadang [/ 05-05-1945
Alamat  Koto Gadang

Sebagai Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next
Generation {SIKS — NCQ) Nagari Sungai Tunu Utara;
KEDUA » Operator Bistem [nformasi Kesejahteraan Sosial Next
Generation (SIKS- NG) mempunyal tugas
Mengumpulkan data;
Mengentri atall memasukkan data:
Pengolahan dan penvajian dats;
Membantu Verfikasi dan Validasi data;
Memperbaharui atau memperbaiki data;
Merespon tanggapan, pertanvaan, masukan, dan segala
bentuk  komunikasi vang ada & Sistern  Informasi
Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NGJ;
7. Tugas lainnya vang terkail dengan pengelolaan Sistem
Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (S[KS-
NGj;
KELIMA : keputusan Wali Nagan ini berlaku sejak (anggal ditetapkan
dan apabila terdapat kekeliman akan  diperbailki
schagaimana mestinya.
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